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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 24 Tasw 2011

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

= B

Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi,
termasuk di  dalamnya terdapat Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, guna melaksanakan
ketentuan Pasal 48 perlu disusun aturan pelaksanaanya
kedalam organisasi dan tata kerja yang meliputi kewenangan,
tugas pokok dan fungsi serta uralan tugas,

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah tersebut perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1350},

Undang-Undang Momor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang MNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok



Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomar 3880);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4844},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  tentang
FPenanggulangan Bencana (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomaor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 4737);



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah MNomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana,

FPeraturan Menteri Dalam MNegeri nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
MNomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6},

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Dasrah Kabupaten Bekasl
Tahun 20098 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPAT! BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

ot
=

10.

.

12,

13.

Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

Pamerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai
penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

Eupati adalah Bupati Bekasi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bansana
Daerah Kabupaten Bekasi.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bekasi,

Fengarah Penanggulangan Bencana adalah Pengarah Penanggulangan Bencana
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi,

Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi,

Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Derah Kabupaten Bekasi.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda dan dampak psikologis.

Fenangaulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi,

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya
untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan
oerdaya guna.

. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera

mungkin kepada masyarakat lentang kemugkinan teradinya bencana pada suatu
tempat oleh lembaga yang berwenang.
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Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurang risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.

Tanggap darurat bencana adaiah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, sera
pemulihan sarana dan prasarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulinan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan
sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemetintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerntahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
parekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyarakal dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada
wilayah pasca bencana.

Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum,
Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar
dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibal dampak
buruk bencana.

Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamif
atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawal MNegeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan sesual dengan profesinya dalam upaya mendukung

kelancaran tugas pokok Badan,

BAB |1
KEWEMANGAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, Badan mempunyai kewenangan ;

L




a.

(1)

(=)

penetapan kebiakan penangguiangan Dencana selaras dengan  kebiakan
pembangunan daerah;

pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan
penanggulangan bencana;

pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan
provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau
bahaya bencana;

perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam
yang melebihi kemampuan alam; dan

penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berkattan dengan
penangguiangan bencana di daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bekasi di bidang
Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

Badan dipimpin Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris
Daerah.

Bagian ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

h Badan mempunyai tugas :

8.

menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;

menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;



melaporkan penyelenggaraan penangoulangan bencana kepada Kepala Daerah
setiap bulan sskall dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat

Dencana;
mengendalikan pengumpulan dan penyaluran vang dan barang;

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

mealaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. Badan
mempunyai fungsi ;

(=

i1

()

perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh;

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

BAB Il
DRGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Badan terdin dar unsur-unsur

a. Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah; dan

b. Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :

a. Pimpinan;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;

b |



(1

i)

(3)

{4)

(1)

¢ Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok
Jabatan Fungsonal

Pa=al 7

Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam
Paszal & ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:

a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b. memantau; dan

¢. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 9
(sembifan} orang, terdiri atas:

a. 5 (ima) pgjabat dari instansi/lembaga pemerintah daerah; dan

b. 4 (empat) dari anggota masyarakat profesional di daerah.

Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih
melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keanggotaan unsur pengarah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 8

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :
a. Kepala Pelaksana Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umurm dan Kepegawaian.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan ;
1. Seksi Pencegahan;
2. Seksi Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
1, Seksi Kedaruratan;
2. Seksi Logistik.

e, Bidang Rehabilitas: dan Rekonstruksi, membawahkan |
1. Seksi Rehabilitasl;



.

2. Seksi Rekonstruksi.
Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Momor 4 Tahun 20711 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasl Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

EBagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
FParagraf 1
Kepala Badan dan Kepala Pelaksana
Pasal 9

(1) Kepala Badan mempunyai tugas :

a.

= o a e

I

menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
pencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi. sera rekonstruksi secara adil dan merata ;

menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan :

menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana .
melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;

melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan
sekall dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang :
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah ; dan

melaksanakan kewajiban lain sésuai dengan peraturan perundang-undangan.

{2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

d.

merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta
rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata ;

merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan bencana ,



(1)

(2)

(3

¢. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan
bencana

d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan
dan pengembangan infomasi pata rawan bencana |

e merumuskan dan mensatapkan kebijakan operasonal pengembangan informasi
daerah rawan bencana ;

f.  merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap
penanggulangan bencana ;

g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan
penanggulangan bencana ;

h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian
pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;

i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang
berasal dar anggaran pendapatan dan belanja daerah |

|- menyampalkan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap bulan sekali dan setiap saatdalam keadaan darurat bencana;

k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 10

Kepala Pelaksana mempunyal Wwgas pokok memimpin, merumuskan,
menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah pada bidang penanggulangan bencana daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Badan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah;

b. Penyelenggaraan wurusan pemerintahan daerah dalam penanggulangan
bencana daerah;
pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi penanggulangan bencana daerah;
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka
xelancaran tugas;

1



menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang Penanggulangan
Sencana Daerah ssbagai bahan penyusunan BPJPD dan RPUMD Kabupaten:
menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan bidang
Penanggulangan Bencana Daerah sebagal bahan penyusunan LPPD dan LPPD
gkhir masa jabatan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
pada bidang Penanggulangan Bencana Daerah;

menyampaikan laparan akuntabilitas kinerja Badan sebagai
pertanggungjawaban kepada Bupati;

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan;

menyiapkan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
Penanggulangan Bencana Daerah;

menyusun rencana penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Bencana
Daerah;

merumuskan dan menetapkan kebijakan kegiatan Penanggulangan Bencana
Daerah;

menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah ;
menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah |
menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana
daerah :

. menghimpun dan menginventarisasikan  kebijakan penanganan  dan
penanggulangan bencana daerah ;

merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan
teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah ;

merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotens
sebagai sumber ancaman atau bencana daerah |

merumuskan-dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penggulangan
bencana daerah ,

memantau dan mengevaluasi efeklivitas kegiatan penanganan dan
penanggulangan bencana daerah ;

memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan
dan penanggulangan bencana daerah;

menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan
Badan,

mengamankan dan memelihara barang millk daerah yang berada dalam
penguasaan Badan,

menyampaikan Laporan Keuangan Badan;



v. mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaflan dengan lingkup fugas pada Badan sebagal pedoman dalam
pelaksanaan tugas,

w, melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya
sesuai dengan lingkup tugas pada Badan;

x, membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesual dengan ketentuan yang
berlaku;

y. membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;

Z. manilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan
karer,

aa. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati melalui
Kepala Badan; dan

bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 11

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan. mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sera
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat mengoordinir kegiatan bidang-bidang.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Avat (1),
i Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, ksuangan dan
kepegawalan,
¢. pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.



i4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan |

& Sub Bagan Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Pasal 12

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9. mempunyai uraian tugas sebagai berikut

&
B.

merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana
yvang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

menyusun faporan akuntabilitas kinerja badan;

menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya;
menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah pada masing-masing bidang sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan
kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan
xepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;

menyusun faporan  administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
membagl tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
fugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasll pelaksanaan tugas dan/atau keglatan kepada atasan;
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q melaksanakan tugas kedinasan iainnya yang diberikan oleh atasan,

Pasal 13

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyal tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau
kegiatan, evaluasi dan laporan serta mengontrol urusan administrasi keuangan dari

(2)

masing-masing bidang pada Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- ¥

perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan sera
administrasi keuangan dari masing-masing bidang pada Pelaksana
Penanggulangan Bencana Daerah;

pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan vang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan serta
administrasi keuangan dari masing-masing bidang pada Pelaksana
Penanggulangan Bencana Daerah;

pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan
serfa administrasi keuangan dari masing-masing bidang pada Pelaksana
Penanggulangan Bencana Daarah;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut ¢

a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sedria

b.

menyusun rencana kKerja administrasi keuangan pada Pelaksana Penanggulangan
Bencana Daerah;

menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dan
masing-masing bidang;



mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Pelaksana Penanggulangan
Bencana Daerah pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD,
RPJMD dan AKPD Kabupaten;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah:
menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan
kegiatan dari masing-masing bidang;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Pelaksana
Penanggulangan Bencana Daerah;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam
bidang Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah sebagal bahan penyusunan
LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Pelaksana Penanggulangan
Bencana Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan
masing-masing bidang:

menyusun rekapitulasi  bidang-bidang lingkup Pelaksana Penanggulangan
Bencana Daerah dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari
Pemerintah dan/atau Provinsi;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan
lingkup tugasnya,

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

menelitl kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
FPNS dan PTT serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

memverifikasi bukti-bukti SP.J dari para PPTK atas penggunaan dana GU,

meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP  kegiatan dengan
ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening:

menyiapkan SPM;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negerl sipil dan PTT
lingkup Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah:;



Bb.

dd.

=

(1)

(2)

melakukan verfikasi harian atas penenmaan;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntans! pengeluaran kas, akuntans: aset tetap dan akuntansi selain kas,;
menyusun laporan realisasi anggaran Pelaksana Penanggulangan Bencana
Daerah setiap bulan dan friwulan;

menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;

menyusun catatan atas laporan keuangan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisas permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencar alternatif pemacahannya:

mempelajari, memahami dan melaksanakan perallran perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan lugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

mamberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas beralan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang beriaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier,

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat,
kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Pelaksana Penanggulangan

Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sl

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, periengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta ruang perkantoran;



¢ pembagan pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta

ruang perkantoran,
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian
tugas sebagai berikut

a.

menyusun rencana kegiatan urusan tala warkat, kepegawalan, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan ketatawarkatan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah
meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan
pencatatan jadwal kegiatan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dalam
rangka kelancaran tugas,

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Pelaksana Penanggulangan Bencana
Daerah;

meanganalisis rencana kebutuhan periengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK). kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Pelaksana
Penangguiangan Bencana Daerah;

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Pelaksana Penanggulangan Bencana
Daerah;

meanyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Pelaksana Penanggulangan
Bencana Daerah;

melaksanakan -penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Pelaksana
Penanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau
penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Pelaksana
Fenanggulangan Bencana Daerah;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Pelaksana Penanggulangan Bencana
Diaerah menurut pengolongan dan kodifikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A,
B, C, D, Edan F;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan

bangunan;
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meiaksanakan penytapan bahan sensus barang milik daerah di Pelaksana
Penangguiangan Bencana Daerah sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris
dan Buku Induk Inventarns barang milik pemerintah daerah:

pendistribusian perlengkapan dan keperiuan alat tulis kanter (ATH) pada
Pelaksana Penanggulangan Bancana Daerah:

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan  aset Pelaksana
Penanggulangan Bencana Daerah;

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dar beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

melaksanakan pencatatan dan inventanisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah;

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan bangunan;

melaksanakan  urusan  administrasl  kepegawaian  lingkup  Pelaksana
Penanggulangan Bencana Daerah meliputi layanan administrasi kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK). data
pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga,
Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat
usulan Izin belajar, membuat usulan izin diklal, kesejahteraan pegawal,
penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cutl pegawal sesuai aturan yang beriaku,
mambuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian
dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan atau mutasi pegawal sesual dengan peraturan yang berlaku,
melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Peketjaan Pagawai (DP-3);
mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Pelaksana Penanggulangan
Bencana Daerah;

mengevaluas: pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajan, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai padoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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(1)

(2

(3)

memberl pefunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas beralan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menitai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier:

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibarikan cleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala dan
mempunyai  tugas  pokok  merencanakan operasional, mengeloka,
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan  urusan
pemberdayaan parempuan dan perlindungan anak,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;

b. pengelolaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan  urusan pencegahan dan
kesiapsiagaan:;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan
membawahkan .

a. Seksi Pencegahan;

b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menyelenggarakan fugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, mempunyal uraian tugas sebagai berikut:

&.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan,
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan;
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menytapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten:
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaiuasi penyusunan rencana
penanggulangan bencana ;

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan
risiko bencana

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasl kegiatan pencegahan
bencana ;

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis
penanggulangan bencana ;

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap
potensi bencana ;

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini
terjadinya bencana ;

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana :
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaani

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis  kegiatan lingkup Pencegahan dan
Kesiapsiagaan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Pencegahan dan Keslapsiagaan,

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan;

melaksanakan program pengawasan intemal di lingkungan bidang Pencegahan

dan Kesiapsiagaamn;
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bb.

Ce.

(1)

()

membenkan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi fugas dan menginventansasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya:

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan lugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Seksi Pencegahan mempunyal ftugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pencegahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sehksi
Pencegahan, mempunyai fungsi :

a. Perencanaan keglatan urusan Pencegahan;

b. pelaksanaan urusan Pencegahan,

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pencegahan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagal

barikut

a.
b,

G.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan,

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pancagahan:
menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Pencegahan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten:;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
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menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Pencegahan:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pencegahan:

manyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pencegahan bencana:

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana
pencegahan bencana ;

menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan keglatan Pencegahan bencana;
menylapkan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi
Seksi Pencegahan;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana ;
menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan
bencana |

mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan risiko bencana ;

menylapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventansasi dan pengurangan
resiko terjadinya bencana daerah;

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya
pengurangan reslko bencana ;

menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana |

menylapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana ;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan
standar teknis penanggulangan bencana ;

menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana ;

menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan
kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana,
analisis risikc bencanafasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, dan
penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ;

melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain;

manghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pencegahan,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Pencegahan;
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a

dd.

4g.
.

(1)

(2)

mempelajan, memaham| dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
kelentuan-Ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas:

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksarakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari aternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan 'ainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Seksi Kesiapsiagaan mempunyal tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan kesiapsiagaan pra-
bencana,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |, Seksi

Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi ;

a. Perencanaan kegiatan urusan kesiapsiagaan pra-bencana;

b. pelaksanaan urusan kesiapsiagaan pra-bencana;

¢. Pembagian pelaksanaan tugas urusan kesiapsiagaan pra-bencana; dan

d. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsin:.rei.

Pasal 22

Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uralan tugas sebagai

berikut

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan;

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Keslapsiagaan;

¢ menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;



mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Kesiapsiagaan sebagail bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Kesiapsiagaan:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Kesiapsiagaan;

menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
Kesiapsiagaan:

menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan
Kesiapsiagaan,

menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan kegiatan Kesiapsiagaan,
menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap
ancaman bencana ;

menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas
béencana ,

menyiapkan bahan, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman
bencana ;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan
dan penguijian sistermn peringatan dini terhadap ancaman bencana ;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian,
pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis
penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar |
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan
barang pasokan kebutuhan dasar ;

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian,
penyuluhan dan giadi tentang mekanisme tanggap darurat

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan
bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana :
menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana ;

menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan
kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan
penerapan peringatan dini dan penyslenggaraan kegiatan mitigasi bencana |
melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain;
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menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Kesiapsiagaan:

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja:

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

rmelaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan,
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarsasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencarn alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

Paragraf 4
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 23

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengeiola, mengoordinasikan,
mengendalikan. mengevaluasi dan melaporkan urusan kedaruratan dan logistik.

Dialam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf (&) |

Seksl Kedaruratan mempunyai fungsi

a. perencanaan operasional urusan kedaruratan dan logistik:

b. pengelolaan urusan kedaruratan dan logistik;

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kedaruratan dan logistik; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Kedaruratan dan
Logistik, membawahkan :



a  Seksi Kedaruratan;
b.  Seksi Logistik.

FPasal 24

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, mempunyai uraian tugas sebagai berikut

a.  menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan
Logistik;

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesua bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Dbidang
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e, menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

f.  menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Kedaruratan dan Logistik:

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Kedaruratan dan Logistik;

h. menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian
terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana |

i menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan
darurat bencana ;|

i, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis
penanggulangan bencana :

k. menyelenggarakan, mangendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi masyarakat terkena bencana ;
menyelenggarakan, mengendallkan dan mengexrﬂhjasi keglatan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;

m, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan
kelompok rentan ;

n. menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian
bantuan kebutuhan dasar dan logistik ;

0. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

p. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayvanan Bidang Kedaruratan dan Logistik,

g. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
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menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Kedaruratan dan
Logistik:

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Kedaruratan dan Logistik;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Kedaruratan dan Logistik:
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang kedaruratan
dan logistik;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasl permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan lugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku,

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
kaner;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau keglatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Seksi Kedaruratan mempunyai fugas pokok merencanakan  kegiatan,
malaksanakan, membagi tugas dan mengontral urusan kedaruratan bencana.

Untuk melaksémahan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Kedaruratanmempunyai fungsi |

a. Perencanaan kegiatan urusan kedaruratan:

b. pelaksanaan urusan kedaruratan;

¢. Pembagian pelaksanaan tugas urusan kedaruratan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.



Pasal 26

Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepaia, mempunyai uraian tugas sebagai

berikut ;

a.  menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kedaruratan,

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Kedaruratan:

¢ menyiapkan bahan-bahan APJPD dan RPUMD sesual bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Kedaruratan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten:

g. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (REMJA) Seksi Kedaruratan;

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Kedaruratan;

h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyslenggaraan kegiatan
kedaruratan bencana;

i, menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan
kedaruratan bencana;

i menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan kegiatan kedaruratan bencana;

k. menyapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan;

Iy mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan ,

m. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan
tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan ;

n. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi
bencana ;

o,  menyiapkan bahan dan meiaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi
bencana ;

p.  menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumiah korban
bencana

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis
gangguan pelayanan umum dan pemerintahan |

r menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan
darurat bencana:

s.  menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana ;
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menyapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi
masyarakat korban bencana |

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasl
masyarakat korban bencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasiitasi pengerahan sumberdaya dalam
penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana |

menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan
kinetja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam
penyelamatan dan evakuasi korban bencana ;

melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain;

meanghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Kedaruratan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal dl lingkungan Seksi Kedaruratan;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaltan dengan bidang tugasnya sebagal padoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan perlimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawaban untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,

membimbing atau mamberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

Seksi Logistik mampunyal tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagl tugas dan mengontrol urusan logistik bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Legistik mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan logistik bencana:



b peiaksanaan urusan logistik bencana;
Pembagian pelaksanaan tugas urusan legistik bencana; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 28

Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Logistik:

menyiapkan bahan rencana sirategis dan rencana kerja Seksi Logistik;
menyiapkar bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Logistik sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
menghimpun dan mengumpuikan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Logistik:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Logistik;

menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegatan
logistik bencana;

menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan logistik
bencana;

menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan kegiatan logistik bencana;
menyiapkan bahan dan menyusun rencana kagiatan pemenuhan kebutuhan dasar
dan fogistik ;

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kebutuhan dasar
dan logistik

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkatl kerusakan
akibat bencana ;

menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tingkat
kerusakan akibat bencana ;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikas
kebutuhan dasar dan logistik ;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemenuhan kebutuhan air
bersih dan sanitasi ;
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menyiapkan bahan dan meilaksanakan kerjasama penyediaan pangan |
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan sandang ;
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan |
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pelayanan psikososial :
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan penampungan dan
tempat hunian ;

menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun |aporan
kinerja pengkajian lingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok
rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik ;

melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Logistik;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Logistik;
mempalajan, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan lugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
capat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

FParagrat 5
Bldang Rehabiltasi dan Rekonstruksi
Fasal 29

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala dan
MEMpUNya tugas pOkOK merencanakan operasional, mengelola,
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

rehabilitasi dan rekonstruksi.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi
a. perencanaan operasional urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
b, pengeloiaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

furigsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, membawahkan |
a. Seksi Rehabilitasi,
b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 30

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

a.  menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi;

¢ menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

d. mengumpulkan bahan-bahan LFPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan peryusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e, menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

f.  menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
renicana kinerja (RENJA) Bidang Renabilitasi dan Rekonstruksi;

g menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruks:;

h.  menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan

lingkungan ;

i, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana
dan prasarana umum :

i, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial

psikalogis,



as.

bb,

dd.

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial
ekonomis |

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial
budaya ;

menyelenggarakan, mengendallkan dan  mengevaluasi kegiatan pemulihan
pelayanan kesehatan

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemuliban fungsi
pemerintahan ;

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaiuasl kegiatan pemuiihan
pelayanan publik ;

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan
keamanan dan ketertiban :

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan
kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan
partisipasl lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat,
menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan
peningkatan fungsl pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya ;
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

menyusun bahan faporan akuntahilitas kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
menyusun pertanggungjawaban laporan keglatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Rehabifitasi dan
Rekonstruksi;

melakukan pengamanan dan pemelinaraan barang millk daerah di lingkup Bidang
Rehabilitasi darr Rekonstruksi;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi:

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi:

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya seria mencar alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang beriaku:
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membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kapada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Seksi Rehabiltasi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
malaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan rehabilitasi pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Rehabilitasi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan rehabilitasi pasca bencana,

b. pelaksanaan urusan rehabilitasi pasca bencana;

¢. Pembagian pelaksanaan tugas urusan rehabilitasl pasca bencana; dan

d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 32

Seksl Rehabilitasi dipimpin oleh segrang Kepala. mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi Rehabilitasi;

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Rehabilitasi;

¢. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

d.  mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Rehabilitasl sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten;

g menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksl Rehabilitasi:

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Rehabilitasi;

h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis dan rencana

penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
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aa.

ob,

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan Kordinasi
rehabilitas! lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ;
mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat
bencana ;

menylapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daesrah bencana ;
menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan
lingkungan ;

menyiapkan bahan, memfasiitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan
kerusakan lingkungan :

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak
negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana |

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi
sosial psikologis masyarakat ;

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan
rekonsiliasi dan resolusi kenflik ;

menyiapkan bahan, memfasiitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan sosial,
ekonomi dan budaya ;|

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan
keamanan dan ketertiban |

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi
permerintahan ;

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi
pelayanan publik ;

menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja
penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan
kerjasama rehabilitasi dampak bencana ;

melaksanakan koordinasi dengan Seksi lain;

menghimpun, mangolah dan menganalisa data serta penyajian data haslil kegiatan
Seksi Rehabilitasi;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Rehabilitasi;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;



dd.

B2E.

a9
hh.

i)

(2)

medaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Seksl Rekonstruksi mempunyal  tugas pokok merencanakan  kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan reknostruksi pasca
bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Rekonstruksi mempunyai fungsi .

a.  Perencanaan kegiatan urusan reknostruksi pasca bencana;

b. pelaksanaan urusan reknostruksi pasca bencana;

¢, Pembagian pelaksanaan tugas urusan reknostruksi pasca bencana; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 34

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

.

b.
C,

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Rekonstruksi ;

menylapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Rekonstruksi |
menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD secuai bidang tugagnya eohagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA} dan
rencana kinerja (RENJA) Seksl Rekonstruksi ;
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menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Rekonstruksi ;

menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis dan rencana
penyelenggaraan kegiatan rekonstruksi pasca bencana;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana keglatan penyiapan bahan koordinasi
rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana, serta kerjasama
pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana;

mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana
dan prasarana serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat ;
menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan
prasarana ;

menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk tekmis fasilitasi dan kerjasama
pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik,
menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan
kembali prasarana dan sarana;

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan
kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan,

menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan  identiikasi kerusakan
prasarana dan sarana umum dan keagamaan;

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan
prasarana dan sarana umum dan keagamaan:

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan
kembali sarana sosial masyarakat:

menyiapkan bahan, memiasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan
kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan
rancang bangun yang tepat;

menyiapkan bahan., memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunasn
teknologi yang lebih baik dan tahan bencana;

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan
partisipasi dan peran sera lembaga dan organisasl kemasyarakatan, dunia usaha
dan masyarakat,

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan
kondisi sosial, ekonom: dan budaya;

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan
fungsi pefayanan publik ;
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bb.

cC.
dd.

B

99-

hh.

(1)

(=)

{E)

menylapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja
penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan
prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan
akibat bencana |

melaksanakan koordinasi dengan Seksl lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Rekonstruksi ;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun perfanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan intemal di lingkungan Seksi Rekonstruksi ;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjatan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf &
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Badan sesual kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
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1)

(B)

(1)

(2)

(3]

(4

n

(2)

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan
Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat. jenis, kebutuhan
dan beban kenanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

Hal-hal yang menjadi fugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungs| Badan dilaksanakan oleh para Kepala
Bidang, para Kepala Seksi, Kepala UPT Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional
menurut bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplipikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memimpin dan
memberikan bimbingan sarta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 37

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah wajib bertanggung jawab
dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selakau
Kepala Badan.

Sefiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib bertanggung jawab
dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
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(3] Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
Ketentuan yang beriaku.

Bagian Keatiga
Hal Mewakili
Pasal 38

(1) Sekretaris mewakili Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah apabila
berhalangan dalam menjalankan tugas.

(2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana
Daerah dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesual bidang tugas
dan/atau kemampuan.

BAB WV
KEPEGAWAIAN
Pasal 39

(1) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati berdasarkan usulan Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan.

(2) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan
pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah wajib memperhatikan
pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 40

Pembiayaan Badan barsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi,

Bih



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

{1} Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hai-hal yang
sama dicabut dan dinyatakan tidak beriaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannys dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal. T4 Juli 23717




